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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap hakim Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini menjadi sorotan publik karena diduga melibatkan pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data utama berupa dokumen hukum seperti putusan MKMK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MKMK berimplikasi signifikan pada aspek kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, integritas kelembagaan, dan pelaksanaan fungsi pengawasan etik. Secara hukum, meskipun pelanggaran etik terbukti, substansi putusan perkara tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat (binding). Namun, pemberhentian hakim yang terlibat menunjukkan bahwa MKMK memiliki peran penting dalam menjaga integritas Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketiadaan mekanisme pengawasan etik yang lebih komprehensif dapat menyebabkan potensi terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini mengusulkan penguatan pengawasan etik melalui revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Kode Etik Hakim Konstitusi dan peningkatan transparansi proses pemeriksaan MKMK. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem pengawasan hukum dan etik di Mahkamah Konstitusi, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi peradilan tertinggi di Indonesia.

Kata kunci: Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, pelanggaran etik, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, akibat hukum, integritas hakim.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal consequences arising from the decision of the Honorary Assembly of the Constitutional Court (MKMK) against the Constitutional Court judges in the examination of case Number 90/PUU-XXI/2023. This decision is in the public spotlight because it allegedly involves a violation of the code of ethics by constitutional judges. This study uses a normative juridical approach with the main data sources in the form of legal documents such as the MKMK decision, the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, laws and regulations, and related literature.
The results of the study show that the MKMK decision has significant implications on the aspects of public trust in the Constitutional Court, institutional integrity, and the implementation of the ethical supervision function. Legally, even though ethical violations are proven, the substance of the case decision still has binding legal force. However, the dismissal of the judges involved shows that the MKMK has an important role in maintaining the integrity of the Constitutional Court. The study also found that the absence of a more comprehensive ethical oversight mechanism could lead to the potential for similar violations to recur in the future.
As a recommendation, this study proposes to strengthen ethical supervision through the revision of the Constitutional Court Regulation on the Code of Ethics for Constitutional Judges and increasing the transparency of the MKMK examination process. Thus, this research is expected to contribute to the development of the legal and ethical supervision system at the Constitutional Court, as well as maintain public trust in the highest judicial institution in Indonesia.
Keywords: Honorary Assembly of the Constitutional Court, ethical violations, Decision Number 90/PUU-XXI/2023, legal consequences, integrity of judges.
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BAB I
PENDAHULUAN
A.     
Latar Belakang Masalah
Pernyataan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD NKRI 1945 yang menyebutkan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum” menegaskan bahwa semua aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, baik pihak Pemerintah maupun warga negara, harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Penempatan Supremasi Hukum di Indonesia dijadikan landasan utama guna mencegah kesewenangan, jaminan persamaan dihadapan hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Prinsip-prinsip seperti legalitas, due process of law, dan kepastian hukum harus dijalankan dalam setiap kebijakan dan tindakan Pemerintah. Dengan demikian, setiap keputusan negara baik dalam ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan sehingga tercipta jaminan keadilan dan keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Menurut Pasal 24 UUD NKRI 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh sebuah badan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. 
Prinsip independensi ini diartikan bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari intervensi pihak lain, termasuk kekuasaan eksekutif dan legislatif, agar proses peradilan berjalan objektif dan adil. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara), serta Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam ketentuan UUD NKRI 1945, Komisi Yudisial berperan dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai penjaga konstitusi dan penegak prinsip negara hukum. Berdasarkan Pasal 24C UUD NKRI 1945, Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk:
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review).
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan serta memperjelas kewenangan dan prosedur dalam pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang ini juga mengatur persyaratan hakim konstitusi, masa jabatan, serta mekanisme pengajuan perkara. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai benteng terakhir dalam menjaga supremasi konstitusi, terutama untuk menghindari terjadinya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan memastikan agar pemilu berjalan adil serta demokratis.
Kelembagaan Mahkamah Konstitusi juga memperlihatkan komitmen terhadap prinsip independensi dan imparsialitas. Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan judicial review tetapi juga memutuskan sengketa antar lembaga negara yang rentan menimbulkan ketidakpastian politik. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memegang posisi strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi kontroversial karena mengubah norma terkait syarat usia calon Presiden (capres) dan calon Wakil Presiden (cawapres) sehingga memunculkan beragam pendapat atau dissenting opinion.
Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan ini menunjukkan adanya masalah etika dan independensi hakim Mahkamah Konstitusi. Ia menyoroti adanya indikasi konflik kepentingan karena salah satu hakim diduga memiliki kedekatan dengan pihak yang diuntungkan oleh putusan ini. Jimly Asshiddiqie mengkritik bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak bertindak sebagai positive legislator yang menciptakan norma baru, tetapi hanya menguji konstitusionalitas norma yang ada
.
Bivitri Susanti, seorang pengamat hukum tata negara, berpendapat bahwa putusan ini menimbulkan preseden buruk dalam sistem peradilan di Indonesia. Ia menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya dengan memberikan pengecualian terhadap syarat usia capres/cawapres. Putusan ini juga dianggap mengganggu prinsip keadilan dan memperburuk kepercayaan publik terhadap independensi Mahkamah Konstitusi
.​

Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum tata negara, menyebut bahwa putusan ini merupakan bentuk intervensi yudisial yang tidak tepat. Ia berpendapat bahwa perubahan norma seperti ini seharusnya menjadi kewenangan legislatif, bukan yudikatif. Zainal juga mengkritik proses persidangan yang dianggap tidak transparan dan penuh kontroversi​
.
Sebelumnya, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu mengatur batas usia minimal 40 (empat puluh) tahun. Namun Mahkamah Konstitusi menambahkan pengecualian, yaitu :
“seseorang yang pernah atau sedang menjabat dalam jabatan publik yang dipilih melalui pemilu, termasuk kepala daerah tetap dapat mencalonkan diri meski belum mencapai usia tersebut”
.
Permohonan diatas diajukan oleh seorang mahasiswa yang merasa hak konstitusionalnya terganggu karena tidak bisa memilih sosok seperti Gibran Rakabuming, yang saat ini masih berusia 35 tahun. Pemohon mendalilkan bahwa aturan usia dalam Undang-Undang Pemilu bersifat diskriminatif dan menghambat kesempatan bagi pemimpin muda yang sudah berpengalaman memimpin daerah
.​
Putusan ini juga memunculkan kritik tajam, terutama karena Mahkamah Konstitusi dituding bertindak sebagai positive legislator yaitu menciptakan norma baru dengan dalih berfungsi sebagai negative legislator yang hanya membatalkan peraturan yang bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, putusan ini menimbulkan kontroversi terkait konflik kepentingan karena hakim yang memimpin sidang terkait memiliki hubungan dengan pihak yang diuntungkan oleh perubahan norma tersebut
.
Mahkamah Konstitusi memegang peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga tinggi negara, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan utama                    untuk menguji undang-undang terhadap UUD NKRI 1945. Kewenangan ini memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh legislatif sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia atau norma-norma fundamental lainnya yang diatur dalam UUD NKRI 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh UUD NKRI 1945, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dengan kewenangan-kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga terakhir konstitusi (the guardian of the constitution) dan memastikan bahwa sistem hukum di Indonesia berjalan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara lainnya
.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi penting dalam menjaga integritas hakim Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari pengawasan etik dan profesionalisme. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertugas untuk memeriksa dan menilai dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi yang dinilai melanggar prinsip integritas, independensi, imparsialitas, dan moralitas. Mekanisme pengawasan ini diatur oleh peraturan khusus dan bertujuan memastikan bahwa para hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan standar etik yang tinggi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berperan mencegah penyalahgunaan wewenang dan potensi konflik kepentingan yang dapat merusak kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak konstitusi di Indonesia. Melalui wewenangnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan sanksi kepada hakim yang terbukti melanggar etik, seperti peringatan, teguran, hingga pemberhentian tetap, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.
Dengan demikian, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjamin akuntabilitas dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi, sekaligus memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut tetap terjaga
.
Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki relevansi yang signifikan karena menyinggung isu fundamental terkait keadilan konstitusional dan integritas hakim di Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Relevansi putusan ini bukan hanya terletak pada substansi hukumnya, tetapi juga pada dampak institusionalnya, yang mencakup kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi. Ketika seorang hakim Mahkamah Konstitusi terlibat dalam pelanggaran etik, konsekuensinya dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta merusak kredibilitas lembaga tersebut. Selain itu, putusan ini berfungsi sebagai preseden penting bagi penguatan mekanisme pengawasan etik di Mahkamah Konstitusi, yang memastikan bahwa hakim terikat oleh standar moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya
. Dampak hukumnya terhadap hakim yang terlibat dapat berupa sanksi disipliner, hingga pemecatan, yang mengindikasikan pentingnya akuntabilitas hakim konstitusi dalam sistem peradilan.
Penelitian mengenai akibat hukum dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki urgensi tinggi karena menyangkut integritas dan kewibawaan lembaga Mahkamah Konstitusi serta independensi hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi harus mempertahankan standar etik yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, sehingga pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan konstitusi. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada hakim yang diperiksa, tetapi juga mempengaruhi kinerja dan reputasi Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan. Kajian ini penting untuk memahami sejauh mana putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat memperkuat atau melemahkan lembaga Mahkamah Konstitusi, terutama dalam konteks penyelesaian pelanggaran etik dan penerapan sanksi yang tepat terhadap hakim yang melanggar kode etik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penguatan mekanisme pengawasan etika di Mahkamah Konstitusi serta memperkuat posisi lembaga dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia
.
B. 
Rumusan Masalah 
1. Apa implikasi hukum putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap hakim yang terlibat dalam perkara                           Nomor 90/PUU-XXI/2023?  
2. Bagaimana implementasi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap hakim yang terlibat dalam perkara                          Nomor 90/PUU-XXI/2023?
C. 
Tujuan Penelitian
1. Menjelaskan apa putusan hukum Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap hakim yang terlibat dalam perkara                        Nomor 90/PUU-XXI/2023?
2. Mengkaji bagaimana implementasi Putusan Majelis Kehormatan Mahkmah Konstitusi terhadap hakim yang terlibat dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023?
D. 
Urgensi Penelitian  
1. Memberikan kontribusi akademik dalam kajian hukum tata negara dan peradilan konstitusi.
2. Sebagai referensi bagi praktisi hukum dan pengambil kebijakan terkait integritas hakim konstitusi.
E.
Tinjauan Pustaka
1. 
H. Permadi, dalam Jurnal Hukum dan Etika dengan judul “Dampak Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023” adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan dampak signifikan terhadap kredibilitas lembaga peradilan konstitusi. Putusan ini menegaskan bahwa para hakim konstitusi harus bertindak berdasarkan standar etik yang tinggi, dan pelanggaran sekecil apapun terhadap prinsip-prinsip etik dapat menimbulkan konsekuensi yang berat. Selain itu, pengabulan laporan ini memperkuat kepercayaan publik terhadap independensi lembaga pengadilan serta pengawasan terhadap perilaku para hakim. Dampaknya juga dirasakan dalam pengambilan keputusan di masa depan, di mana hakim akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas agar terhindar dari konflik kepentingan dan potensi pelanggaran kode etik. Hal ini penting untuk menjaga integritas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara
.
2.
Kesimpulan dari artikel berjudul “Dampak Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023” adalah :
a. 
Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 telah berkekuatan hukum dan tidak ada upaya hukum terhadapnya sekalipun proses dalam pembuatan putusannya telah dinyatakan telah melanggar kode etik oleh Hakim Konstitusi melalui Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bernomor 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023; dan
b. 
Komisi Pemilihan Umum dapat mengabaikan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan diskresi sebagai payung hukum. Penggunaan diskresi semata-mata sebagai moral call bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang mandiri, yang dituntut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Pancasila dan UUD NKRI 1945 agar salah satu citra kehidupan demokrasi yang dimaksud dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NKRI 1945 tetap berdiri megah dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024
.
3.
Kesimpulan atas artikel berjudul "Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 terhadap Pergeseran Kewenangan Mahkamah Konstitusi" membahas dampak putusan tersebut terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penulis menyoroti bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan problematika terkait pergeseran kewenangan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam konteks judicial review dan potensi overreaching authority. Artikel ini juga mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap sistem hukum dan prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia
.
F. 
Metode Penelitian
1.
Jenis Penelitian
Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini akan menelaah berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengatur kewenangan dan fungsi Mahkamah Konstitusi, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kode etik dan mekanisme pengawasan terhadap hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Analisis dalam penelitian ini tidak hanya melihat teks hukum secara formal, tetapi juga memahami bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik serta implikasinya terhadap sistem peradilan konstitusional. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan penjelasan komprehensif mengenai dasar hukum, prosedur, dan akibat hukum yang timbul dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam kasus yang diteliti.
2.
Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dapat mencakup beberapa aspek berikut:
a. 
Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
Menganalisis peraturan terkait seperti Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang kode etik hakim konstitusi, Peraturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tentang tata cara pemeriksaan dugaan pelanggaran etik.
b. 
Pendekatan Kasus (Case Approach)
Menganalisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk melihat akibat hukum yang ditimbulkan dari perspektif hukum tata negara dan etika peradilan.
c. 
Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Menggunakan teori hukum seperti Teori Pemisahan Kekuasaan (Trias Politica), Teori Kewenangan dalam hukum tata negara, Teori Negara Hukum (Rechtsstaat)
3.
Sumber Data Penelitian
Sumber data yang menjadi fokus dalam membahas dan menelaah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/II/2023. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada dokumen yang menjadi tujuan analisis, yaitu Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditambahkan dengan pendapat para ahli hukum dalam mencermati serta menanggapi hasil dari keputusan tersebut. Putusan perkara ini merupakan hasil dari proses pengujian konstitusionalitas terhadap undang-undang yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Perkara tersebut mungkin melibatkan pertanyaan-pertanyaan hukum yang mendasar terkait hak konstitusional atau norma hukum tertentu. Di sisi lain, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyangkut pemeriksaan terhadap integritas dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan kasus tersebut. Data ini sangat penting karena merupakan dokumen autentik yang menjadi dasar untuk menganalisis akibat hukum dari putusan terhadap hakim terkait. Seperti kata Francis Bacon, “Knowledge is power”. Pemahaman yang mendalam atas dokumen-dokumen primer ini memberikan kekuatan untuk mengungkap dinamika hukum dan etika yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan dokumen hukum resmi yang menguraikan jalannya persidangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara uji materi tertentu, yang melibatkan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Putusan ini menjadi landasan untuk memahami konteks substansi hukum yang diuji dan bagaimana keputusan itu mempengaruhi pihak-pihak terkait, termasuk hakim Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah hasil pemeriksaan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran etika atau perilaku dalam proses persidangan tersebut. Data primer ini penting karena memberikan gambaran nyata dan otentik mengenai proses hukum yang terjadi serta akibat-akibat hukumnya terhadap integritas dan kewenangan hakim, yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini.

Data sekunder merupakan sumber informasi yang relevan namun tidak diperoleh langsung dari objek penelitian, melainkan berasal dari literatur, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas isu terkait. Dalam konteks penelitian mengenai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, data sekunder mencakup berbagai publikasi yang mengkaji peran, kewenangan, dan mekanisme kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, serta dampak putusannya terhadap hakim Mahkamah Konstitusi. Literatur hukum tata negara dan teori etik kehakiman menjadi dasar penting dalam memahami landasan hukum serta prinsip-prinsip pengawasan etika hakim. Jurnal akademik memberikan analisis empiris dan teoretis terkait implementasi kode etik hakim konstitusi serta implikasi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap kemandirian dan integritas lembaga. Sementara itu, artikel ilmiah yang relevan akan menawarkan perspektif kontemporer mengenai kasus-kasus serupa dan pandangan para ahli hukum mengenai reformasi sistem pengawasan hakim di Indonesia, termasuk implikasi hukum dan politik dari putusan tersebut terhadap Mahkamah Konstitusi secara institusional., Regulasi Terkait Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Wawancara dengan Ahli Hukum Tata Negara, Data Kasus Serupa, Persepsi Publik dan Media, Literatur Pendukung.
4.
Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum dalam konteks putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dan dokumen hukum resmi. Studi pustaka mencakup pengumpulan teori-teori, prinsip-prinsip hukum, serta kajian dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya akademis lain yang membahas tentang Mahkamah Konstitusi, kode etik hakim, serta wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Melalui analisis dokumen hukum, data diperoleh dari putusan resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan yang mengatur kode etik dan tata cara pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen putusan terkait Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu sendiri. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi faktual terkait proses, dasar hukum, dan substansi putusan yang berimplikasi pada integritas dan kewenangan hakim Mahkamah Konstitusi, serta memberikan pemahaman mendalam tentang akibat hukum yang dihasilkan dari putusan tersebut. Studi Kepustakaan (Library Research) yaitu mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
5. 
Metode Analisis Data
Metode analisis data yang dapat digunakan harus disesuaikan dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji aturan hukum dan penerapannya dalam kasus konkret. Berikut adalah metode analisis data yang dapat digunakan:
a. 
Analisis Yuridis Normatif
b. 
Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
c. 
Analisis Komparatif
d. 
Analisis Kualitatif
e. 
Analisis Akibat Hukum (Legal Effect Analysis)
f. 
Analisis Teori Hukum
G. 
Sistematika Penulisan
Berikut adalah rencana sistematika penulisan skripsi untuk judul “Akibat Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Pemeriksaan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi”:
BAB I
:
PENDAHULUAN, yang berisi tentang :

A. Latar belakang masalah serta pentingnya peran dan wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas hakim konstitusi, serta relevansi putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 yang memicu pemeriksaan oleh MKMK.
B. Rumusan Masalah, yang memuat tentang bagaimana proses pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap hakim dalam perkara 90/PUU-XXI/2023serta akibat hukum dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap hakim yang diperiksa.
C. Tujuan Penelitian, berisi tentang identifikasi dan penjelasan akibat hukum dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 terhadap hakim Mahkamah Konstitusi dan analisis dampak putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi.
D. Urgensi Penelitian, secara teoritis memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang etika peradilan konstitusi serta secara praktis memberikan masukan bagi Mahkamah Konstitusi dan lembaga hukum lainnya dalam memperbaiki mekanisme pengawasan etika hakim.
E. Metode Penelitian, berisi tentang penjelasan jenis penelitian, serta sumber data (baik primer maupun sekunder) dalam penyusunan skripsi ini, serta metode pengumpulan data (studi pustaka, wawancara, dan analisis dokumen).
F. Sistematika Penulisan, adalah gambaran singkat tentang struktur penulisan yang digunakan dalam skripsi ini.
BAB II
:
TINJAUAN KONSEPTUAL, berisi muatan tentang gambaran umum tentang Sejarah, fungsi, dan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi dan penegakan hukum pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Selain daripada itu juga membahas Kode Etik Mahkamah Konstitusi, serta sejarah, fungsi dan kewenangan sekaligus peraturan mekanisme kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan pelanggaran etika oleh hakim konstitusi. Konsep “akibat hukum” dari perspektif teori hukum, khususnya yang berhubungan dengan pelanggaran etika oleh pejabat negara atau hakim serta pembahasan singkat tentang perkara 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi dasar pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, termasuk analisis terhadap isu yang diangkat dalam perkara tersebut.
BAB III
:
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat dua sub bahasan yang menjadi pokok permasalahan dalam rumusan masalah yang dimunculkan oleh penyusun.
BAB IV
:
PENUTUP, dalam bab akhir ini memuat simpulan dan saran atas jawaban permasalahan serta asumsi yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum serta harapan guna perbaikan sistem dan kinerja hakim Mahkamah Konstitusi di masa datang.
BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL
A. 
Sejarah dan Fungsi Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Sejarah awal ide Mahkamah Konstitusi sering dikaitkan dengan kasus bersejarah di Amerika Serikat, yaitu Marbury v. Madison (1803). Kasus ini menjadi tonggak penting dalam hukum konstitusi karena menegaskan prinsip judicial review, yaitu kewenangan pengadilan untuk menguji dan membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung Amerika Serikat, di bawah pimpinan Ketua Hakim John Marshall, memutuskan bahwa undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat tidak memiliki kekuatan hukum. Keputusan ini mengukuhkan peran peradilan sebagai pengawal konstitusi, meskipun Amerika Serikat tidak memiliki institusi khusus seperti Mahkamah Konstitusi.

Model judicial review di Amerika Serikat kemudian menginspirasi negara-negara lain untuk menciptakan lembaga yang lebih khusus, seperti Mahkamah Konstitusi Austria yang didirikan pada tahun 1920 oleh Hans Kelsen. 
Konsep Mahkamah Konstitusi bermula dari pemikiran Hans Kelsen, seorang ahli hukum Austria, yang mengusulkan institusi khusus untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Gagasan ini diwujudkan dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi Austria pada tahun 1920, yang menjadikannya sebagai Mahkamah Konstitusi pertama di dunia. Model ini kemudian diadopsi oleh banyak negara, khususnya setelah Perang Dunia II, seiring dengan kebutuhan untuk memastikan supremasi konstitusi di tengah dinamika politik global.

Negara-negara seperti Jerman (dengan Bundesverfassungsgericht), Italia, dan Prancis mengembangkan Mahkamah Konstitusi mereka pada pertengahan abad ke-20. Mahkamah Konstitusi di negara-negara ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kehakiman serta melindungi hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi.

Sistem ini berkembang di Eropa dan negara-negara lain untuk menangani pengujian konstitusional secara lebih terfokus, berbeda dengan sistem Amerika yang memberikan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Agung.
Di Asia, konsep Mahkamah Konstitusi mulai berkembang setelah dekolonisasi dan munculnya konstitusi modern. Beberapa negara, seperti Korea Selatan (1948), Thailand (1997), dan Filipina (yang memiliki Mahkamah Agung dengan fungsi konstitusional), mengadopsi sistem ini untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Pemikiran tentang pentingnya pembentukan lembaga khusus untuk menjaga konstitusi di Indonesia sebenarnya sudah mulai muncul sejak awal penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Dua tokoh penting yang memberikan kontribusi terhadap gagasan tersebut adalah                                  Prof. Mr. Mohammad Yamin dan Prof. Dr. Mr. Soepomo.
Prof. Yamin adalah salah satu tokoh yang menyadari pentingnya supremasi hukum dan konstitusi dalam menjaga demokrasi. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), ia menyampaikan gagasan tentang perlunya lembaga yang dapat menjadi pengawal UUD NKRI 1945. Yamin berpendapat bahwa, “konstitusi harus menjadi dasar utama negara hukum, dan ada kebutuhan untuk memiliki institusi yang berfungsi sebagai "penguji konstitusionalitas" terhadap produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi
.

Prof. Soepomo, sebagai arsitek utama UUD NKRI 1945, lebih menekankan pada prinsip negara integralistik, di mana hubungan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif seharusnya tidak saling berbenturan. Namun, dalam beberapa diskusi BPUPKI, ia tidak secara eksplisit menolak gagasan pengawasan terhadap konstitusi. Pemikirannya kemudian membuka ruang bagi pengembangan sistem peradilan yang lebih terorganisasi untuk menjaga supremasi UUD NKRI 1945
.
Pada masa awal kemerdekaan, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi belum diwujudkan karena fokus utama saat itu adalah menjaga stabilitas politik dan kedaulatan negara. Fungsi pengujian undang-undang terhadap UUD NKRI 1945 dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui judicial review, meskipun kewenangan ini terbatas. 

Gagasan tentang Mahkamah Konstitusi akhirnya terwujud setelah reformasi 1998. Pada Amandemen Ketiga UUD NKRI 1945 (2001), Mahkamah Konstitusi secara resmi diatur keberadaannya dan pembentukannya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24            Tahun 2003. Hal ini menjadi realisasi dari visi awal para perumus UUD NKRI 1945, termasuk ide-ide yang sebelumnya sudah dikemukakan oleh                       Prof. Yamin dan Prof. Supomo.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia didirikan pada tahun 2003 sebagai bagian dari reformasi hukum pasca-Orde Baru, melalui perubahan ketiga UUD NKRI 1945. Kehadiran Mahkamah Konstitusi                              Republik Indonesia bertujuan untuk memastikan supremasi konstitusi serta menjaga demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD NKRI 1945 (judicial review), memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memeriksa pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi juga berfungsi untuk mengawasi agar kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan konstitusi, sehingga lembaga ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh lembaga negara lainnya
.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 24C UUD NKRI 1945, yang meliputi empat bidang utama. Pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review). Kedua, Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NKRI 1945. Ketiga, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus pembubaran partai politik. Keempat, Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
Pendapat DPR mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment atau penjatuhan sanksi terhadap Presiden atau                   Wakil Presiden umumnya mengacu pada peran Mahkamah Konstitusi yang menjaga objektivitas dan konstitusionalitas. Dewan Perwakilan Rakyat menyadari bahwa keterlibatan Mahkamah Konstitusi adalah bagian penting dari mekanisme checks and balances untuk memastikan bahwa penjatuhan sanksi atau impeachment tidak disalahgunakan sebagai alat politik.

Beberapa poin yang sering menjadi pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam impeachment, antara lain pengujian kebenaran hukum dan jaminan proses yang adil serta  batasan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak ada upaya hukum lebih lanjut setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara. Fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga supremasi konstitusi serta menegakkan prinsip negara. 

B. 
Kedudukan dan Wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang dibentuk secara ad-hoc dengan tugas khusus melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik atau perilaku hakim Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan penting sebagai instrumen pengawasan terhadap integritas hakim konstitusi agar terciptanya keadilan yang independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi meliputi pemeriksaan terhadap aduan atau laporan terkait pelanggaran etik, melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran, dan memutuskan sanksi bagi hakim yang terbukti bersalah. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bervariasi, mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap hakim Mahkamah Konstitusi jika pelanggaran yang dilakukan bersifat berat. Selain itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga berfungsi untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menjaga supremasi konstitusi, serta memastikan bahwa setiap hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugasnya sesuai dengan standar etik yang telah ditetapkan
.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki mekanisme dan prosedur khusus dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi. Proses pemeriksaan diawali dengan adanya laporan atau temuan terkait pelanggaran oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang disampaikan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Setelah menerima laporan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan melakukan verifikasi awal untuk menentukan apakah laporan tersebut memiliki dasar yang cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Jika laporan dianggap layak, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang independen. Proses pemeriksaan mencakup pemanggilan saksi-saksi, pengumpulan bukti-bukti, serta pemeriksaan langsung terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Hakim yang diperiksa juga berhak memberikan pembelaan dan bukti-bukti yang meringankan dirinya. Setelah semua bukti dikumpulkan dan diperiksa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan melakukan musyawarah untuk menentukan apakah pelanggaran benar-benar terjadi dan menjatuhkan sanksi yang sesuai, yang bisa berupa teguran, penundaan hak-hak jabatan, hingga pemberhentian. Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, namun tidak menutup kemungkinan bagi hakim yang bersangkutan untuk menempuh upaya hukum lain, jika diatur oleh peraturan perundang-undangan
.

C. 
Definisi dan Jenis Akibat Hukum dalam Sistem Peradilan

Akibat hukum adalah konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, keputusan, atau tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik individu maupun lembaga, yang memiliki dampak terhadap status hukum atau hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam sistem peradilan, akibat hukum dapat timbul dari suatu putusan pengadilan, perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad), atau perbuatan yang sesuai hukum (rechtmatige daad). Terdapat beberapa jenis akibat hukum, di antaranya adalah akibat hukum individual, yang berkaitan langsung dengan individu atau subjek hukum tertentu, seperti sanksi pidana, perdata, atau administratif. Selain itu, terdapat akibat hukum institusional, yang mempengaruhi lembaga atau institusi, misalnya kerugian reputasi atau pengaruh terhadap mekanisme kelembagaan. Jenis lain adalah akibat hukum normatif, di mana keputusan pengadilan atau otoritas hukum mengubah atau memperkuat norma-norma hukum yang berlaku, baik melalui preseden hukum maupun perubahan kebijakan hukum yang dihasilkan
.

Akibat hukum terhadap hakim yang melanggar kode etik dapat berupa berbagai sanksi, mulai dari teguran hingga pemecatan, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hakim yang melanggar kode etik akan diperiksa oleh lembaga yang berwenang, seperti Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi untuk hakim Mahkamah Konstitusi. 
Dalam konteks peradilan konstitusi, pelanggaran terhadap kode etik dapat mencederai integritas hakim dan mengancam kredibilitas lembaga peradilan. Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga martabat dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Selain itu, pelanggaran etika dapat berdampak pada karier hakim secara keseluruhan, termasuk hilangnya hak-hak profesional dan reputasi. Dalam kasus yang berat, hakim yang terbukti melanggar kode etik dapat diberhentikan secara tidak hormat dan dilarang kembali menjalankan profesi di bidang hukum, serta dapat dikenakan tindakan hukum lebih lanjut jika pelanggaran tersebut bersinggungan dengan pelanggaran hukum pidana atau perdata. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan integritas dan kemandirian lembaga peradilan tetap terjaga dalam menjalankan tugas konstitusionalnya
.
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